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Politik desentralisasi menyebabkan korupsi di daerah, karena  memberikan 
kewenangan kepada kepala daerah mengelola anggaran. Kewenangan tersebut 
berakibat terhadap  sikap moral dan kompetensi management pemerintah. Politik 
hukum adalah kebijakan, situasi sosial yang mempengaruhi pelaksanaan hukum. 
Pembalikan beban pembuktian untuk mengakses uang dan kekayaan negara yang 
dikorupsi. Tetapi proses pembalikan beban pembuktian selama ini belum berjalan 
karena tidak dilengkapi dengan hukum acara pidana khusus yang memfasilitasi  
penanganan pidana khusus. Bagaimana upaya politik hukum agar pembalikan 
beban pembuktian  menjadi salah satu instrument pemberantasan korupsi yang 
efektif. 
Penelitian ini adalah jenis juridis empirik, melihat kenyataan hukum dari 
sudut pandang soaial politik. Sumber data primer adalah wawancara, dokumen 
kasus. Sedangkan dokumen sekunder adalah buku-buku, jurnal, hasil penelitian, 
dokumen kebijakan teknis, peraturan perundang-undangan. Analisis sistem 
trigulasi untuk mengambil fakta-fakta penanganan pidana korupsi kemudian 
dikomparasikan dengan peraturan formil. 
Penerapan pembalikan beban pembuktian sampai saat ini masih menjadi 
perdebatan di antara para ahli hukum dan praktisi, karena tidak terakomodirnya  
dalam suatu sistem hukum yang memadai. Seperti halnya hukum  acara tentang 
bagaimana seharusnya pembalikan beban pembuktian tersebut dilakukan dalam 
proses persidangan. 
 








Political decentralization led to corruption in the region, because it gives the 
authority to the head of local government to manage the budget. Undermine the 
authority of the moral attitude and competence of government management. Law 
politics are social situations that affect the birth and the implementation of the 
law. Reversal of the burden of proof to access to money and wealth of the country 
is corrupt. But the reversal of the burden of proof has not been running for is not 
equipped with a special criminal procedure which facilitates the handling of 
specific criminal. How the political efforts that the law of proof to be one of the 
effective anti-corruption instrument. 
 
This research is a kind of juridical empirical, the fact the legal from the 
standpoint of socialist politics. The primary data sources are interviews, 
document cases. While the secondary documents are books, journals, research, 
technical policy documents, legislation. Analysis trigulasi system to take the facts 
of the handling of corruption then dikomparasikan formal regulations. 
 
Reversal of the burden of proof in corruption in the practice was contrary to the 
Criminal Procedure Code. Reversal of the burden of proof in Indonesia only 
written, but not maximal implemented, since the detection of the wealth of the 
State money has been made through the usual verification mechanism. 
Government and parliament deliberately slow down the writing of specific 
criminal Criminal Procedure Code, and make changes to the KPK and the 
Corruption Act, the political spirit of the law is bad. 
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